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Pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah telah mcnetapkan Peraturan Pemerintah Petigganti Undang-Undang
tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Rl tahun 1998 no. 87). Lima
bulan kemudian Perpu tersebut digjukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui untuk
menjadi undang-undang yang kemudian diundangkan sebagai Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Tentang K epailitan tanggal 9 September 1998 ("UU Kepailitan™).

Namun, kehadiran UU Kepailitan tersebut ternyata menimbulkan "kecemasan™ tersendiri bagi sektor bisnis
asuransi (insurance business). Sedikitnya ada 3 (tiga) sebab mengapa kecemasan tersebut muncul. Pertama,
"flak istimewa' dalam UU Kepailitan yang diterima dan dinikmati oleh sektor perbankan dan perusahaan
sekuritas, yaitu tidak dapat dipailitkan secaralangsung oleh krediturnya, ternyata tidak diberikan pula
kepada sektor asuransi. Padahal, rasionalitas dari pemberian hak istimewa itu kepada sektor perbankan dan
sekuritas juga melekat pada sektor asuransi. Sebagai usaha yang menghimpun dana masyarakat, asuransi
tidaklah berbeda dengan bank dan lembaga keuangan lainnya.

Kedua, kasus-kasus perdata antara perusahaan asuransi dengan tertanggungnya yang sebelumnya hanya
dapat diperiksa dan diputuskan di Pengadilan Negeri, kini, dengan diberlakukannya UU kepailitan, konflik
yang khususnya mengenai utang-piutang, antara perusahaan asuransi dengan tertanggung telah dapat
digjukan ke Pengadilan Niaga.

Ketiga, implikasi dari adanya penyederhanaan persyaratan untuk pengajuan permohonan pailit seperti yang
diatur dalam Pasal | ayat (1) UU kepailitan. Dalam kaitan ini, pengertian suatu utang yang telah "jatuh
tempo” dan "dapat ditagih" (due date and payable) pads kenyataannya tidak selalu mudah diterapkan
terhadap klaim asuransi. Bahkan, dalam banyak kasus wajib-tidaknya penanggung atau perusahaan asuransi
membayar klaim memerlukan pembuktian yang rumit, sehinggatidak lagi dapat disebut sebagai suatu
"pembuktian secara sumir" sebagaimana yang dimaksud atau disyaratkan oleh Pasal 6 ayat 3 UU Kepailitan
No. 4 Tahun 1998.

Bahwa perjanjian asuransi memiliki karakteristik yang khas, dimana tidak selalu memungkinkan bahwa
terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan akan secara otomatis memunculkan adanya "utang”. Hal ini
dimungkinkan oleh karena sekalipun peristiwa yang diperjanjikan telah terjadi dan memunculkan kewajiban
ataupun "utang” (jatuh tempo), namun hal tersebut masih belum tentu (secara otomatis) akan menjadikan
"utang" tersebut telah "dapat ditagih” (payable). Disamping itu, konsekuensi dari penerapan asas indemnity,
insurable interest dan utmost good faith siring menjadi alasan hukum yang kuat bagi dimungkinkarmya
kewajiban yang telah "jatuh tempo” dan "dapat ditagih" dalam perjanjian asuransi tidak otomatis menjadi
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harus dibayar. Dengan kata lain, penerapan asas-asas tersebut seringkali memunculkan "legally disputable
insurance claim" yang menyebabkan perkaranya hanya dapat diselesaikan (terlebih dahulu) ke Pengadilan
Perdata, dan karenanya belum memasuki wilayah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan
memutuskannya.



